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RINGRASAN
A, Yubati Usman.  Kontribusi Pajak dan Retribusi sub scktor Peternakan Terhadap Total
Pendapatan  Asli - Dacrah  (PAD) Kabupalen Dati 1l Bone, di bawah bimbingan
Ir. Abd. Hamid loddi, Ms scbagai pembimbing wama dan Ir, Hastang, MSi scbagai
pembimbing angpola,

Lrenelitian ini dilaksanakan di dacrah lingkat 11 Bone, mulai tanggal | Februari sampai
tangpal 30 Maret 1998, Tujuan daripada penclitian ini yailu untuk mengidentifikasikan
mengapa pendapatan pajak dan retribusi sub scktor petermakan dari tahun ke lahun
cenderungan untuk menurun serla untuk menpetahui sejauhmana sumbangan pajak dan
retribusi sub sckior peterakan terhadap total pendapatan asli dacrah Kabupaten Dati | Bone.

Data diperoleh dan Kanlor Dinas Peternakan berupa dala populasi temak  dan

" mekanisme pemungutan pajak dan retribusi sub scktor peternakan, kantor Dinas Pendapatan
IDac:mh berupa laporan relmsasi dan target penerimaan pajak dan retribusi dacrah serta kantor
Dinas statistik berupa data keadaan wilayah secara umum dan penduduk. Untuk mengetahu
mengapa pajak dan retribusi sub h:-;.l_:kiur petemakan cenderung menurun, digunakan alat

analisis deskriptf, sedangkan untuk mengetahui kontribusi maka digunakan rumus

Pendapatan Pajak dan Retnbusi sub sckior Peternakan

roninbus = x 100%
Total Pendapain Aslhi Dacrah

(Assaun, 1996)

Berdasarkan hasil penclitian didapatkan bahwa cenderung  untuk menurunnya

penerimaan pajak dan reinibfisi sub“sekior peternakan discbabkan oleh beberapa faktor, yang



" didalamnya terkait unsur sumber daya pencrimaan pajak dan retribusi sub sektor peternakan
i sendiri, unsur wajib pajak dan wajib retribust, unsur pelaksana seria polensinya.

sSedanghan berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan bahawa, Koridbisd pajak

an retribusi sub schior peternakan besar bila dibandingkan dengan rata-rata kontribusi pajak

dan retribusi sub sckior lain yang ada di PAD.
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PENDAHULUAN \ "_"_"

Latar Relakang

Scsuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok pemcrintaban di dacrah, pajak dan retribusi merupakan sumber
pendapatan  dacrah  agar dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, di samping pencrimaan yiang
berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan
pajak. Sumber pendapatan dacrah  tersebut  dibarapkan menjudi  sumber
pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dacrah  untuk
mehingkatkan dan memratakan kescjahteraan masyarakat,

_ Pajak dacrah adalah iuran wajib yang dilakukan olch scorang pribadi
atau badan kepada daerah tanpa imbalan Jangsuny yang suin;bnng, yany dapat
dipaksakan berdasarkan. peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
digunakan mm;k membiayai  penyelenggaraan pemerintah - dacrah  dan
pembangunan dacrah. Sedangkan retribusi dacrah adalah pungutan dacrah

schagai pembayaran atas jasa alau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan oleh pemeriniah dacrah untuk kepentingan orang pribadi atau badan,
Untuk dacrah tingkat Il pungutan pajak dan retribusi merupakan sumber

pendapatan yang sangat penting, karcna hampir setengah dari scluruh

pendapatan dacrah, tormasuk di dalamnya pungutan pajak dan retribusi sub

sekior peternakan.



scbagaimana  dacrali

lammnya,

dacrah

Linghal

II Bone

mendapal

pemasukan pendapatan dacrah dai pajuk dan retribusi sub schilor pelernakan

yang cuhup besar.

Berdasarkan dat dari Dinas Pendapatan Dacrab Tingkat 1 Bone, bahwa

retribusi dan pajak sub sckior peternahan dari tahun ke tabun tidak sclamanya

mengalami peningkatan/sesuai dengan target, leckadang mengalami penurunan,

Ini dapat kita libat pada Tabel berikut:

Tabel 1. Pencrimaan pajab & Retribusi sub sekior peternakan tahun
1993-1997 di Kabupaten Dati 1 Bone

—— amm

1994

1997

: busi 1993 1995 1996
No | Pajak/Hetribus: (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
I. | P. potong hewan/ ,
ternak 34338000 31 818.500) 319.347.000] 355720000 311305000
2. ' | Registrasi hewan/ ‘
ternak L5y, 163,500 245 002,000 [ 194, 120,000 | LT9.202.150| 179,792,730
3, | Holding ground .
(Karantina hewan) | $3.348.5001 T8.770.500 61,432,500 55315000 70.057.610
4. | Pemerihsaan/ _ _
Pembantaian 17899500 18,218,000 143,143,500 | 138842500 125,027 500
.T olal 124,799, 500 375, 809,600 435 043,000 [409.43 1,650 1400 X452 %60

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Dati Il Bong, 1997

Berdasarkan data di alas merupakan alasan pokok bagi penulis untuk

melakukan penelilian  lenlang  dpa yang

pencrinaan

menycbabkan  schingga  lerjadi

pajak dan retribusi sub  sektor peternakan cenderung  untuk



meneruntun (kerutama ahun 1996 dan 1997) dan bagaimana sharenya terhadap
twtal Pendapatan Asli Daerah Tinghat 11 Bone.

Perumunsan Masalah

Lo Apakall yang menycbabkan schingga pendapatan pajak dan retribusi sub

schior peternahan dari tahun he tahun cenderung untuk menurun?

Fd

Bagaimana sumbangannya terhadap total pendapatan asli daerab di Dati 11

Bone.

Tujuan Penclitian

I. Untuk mengidentifikasikan mengapa pendapalan pajak dan retribusi sub
sektor peternakan dari tahun ke tahun cenderung untuk menurui
2. Untuk mengetahui scjaulimana sumbangan pajak dan retribusi sub scklor

peternakan terhadap total pendapatan asli daerah Dau 1 Boae.

Keeunazn Penclitizn

Sebugai baban masukan bagi pemerintal daerah tingkat 11 Bone dalam
pengambilan hebijahsanaai schubungan dengan pemunguian pajak dan reiribusi
bungannya dengan pemasukan PAD di Daii 11

sub scktor peternakan, seria hu

Bone. .



TINJAUAN PUSTAKA

Peternalian Secara Umum

Istilah “Peternakan™ dan “Ternak”™ mengandung makna lerienlu yang
bersifat timbal balik antara dua sistem, Kegialan yang mengelola ternak wulah
yang dischul peternakan. Dalam kegiatan ini tersiral makna bisnis yang
berorientasi pada pencapaian keuntunpan, Tentunya pengelolaan ini harus
menurul aturan teknis dan hakekat dari bisnis. Dengan dasar inilah maka ternak
harus memberikan keuntungan kepada peternak karena telah dirawat dengan
baik. Bentuk keuntungan itu berupa hasil produksi yang sangat diharapkan olch
peternak (Rasyaf, 1996).

~ Peternakan yang berorientasi pada bisnis akan menckankan pengpunaan
sumberdaya scefisicn mungkin. Ini bukan berarti penggunaan sumberdaya
sekecil-kecilnya untuk hasil yang schesar-besarnya. Prinsip ini tidak beriaku
urituk bisnis dnn- teknis peternakan, Semua sumberdaya digunakan pada porsi

yang scbenarnya. Di sinilah lctak perbedaan antara usaha peternakan dan

beternak sckedar memelihara, Schab semua biaya yang telah dikeluarkan harus

kembali. bahkan harus menghasilkan lchih banyak dibanding biaya yang sudah

dikcluarkan (Rasyaf, 1997).

Rasyaf (1996) mengemukakan bahwa peternakan merupakan  suatu

i i rinsip-prinsi manajemen  dan
kegiatan usaha  yang mr:m::upk}u!r prinsip-prinsip

kewiraswastaan pada aspck teknis beternak yang selaras berlandaskan ilmu



peternakan yang benar agar tujuan usaha dapat tercapai. Tenlu saja Lujuaniya
berupa tujuan homersil, Untuh mencapai tujuan ini petcrnak mengusahakan
sumberdaya yang ada, baik yang disewa maupun vang dibeli.

Bisnis peternakan makin homplek, menggunakan banyak peralatan-
peralatan yang canggib, inovasi wkhnologi, memerlukun banyak modal, lenaga
kerja, prediksi pasar, dan lain-lainya, Atas dasar kekomplehan ini maka
diperlukan kecakapan manajemen (Prawirokusome, 1990),

Dengan adanya tahapan-tabapan pembangunan yang dilaksanakan di
Indonesia, usaha ternak sapi potong dan sapi Kerja mempunyal prospek yang
ceral, lebih-lebih harena :

a. Pemasaran yang scmakin membaik, baik di luar negert maupun di dalam
NCECri,
b, Scbagian besar penduduk Indonesia (1 70%) Lermala pencaharian di bidang
pertanian yang tidak 1.¢I'|E‘:|Jijb dari usaha ternah, khususnya ternak sapi herja.
c. Indoncsii :sm;gul potensial untuk usahy peternukan sapi, karena :
- DBanyahnya padang rumpul, yang dapat dijadikan lahan untuk persediaan
makananan alami bagi tlernak.
Banyaknya dacrah yang mempunyai iklim sangal cocok untuk pelernahan
sapl.
Semakin meningkathanya hasil ikutan dari usaha pertanian, seperti
bungkil kelapa, kecang tanalh, bungkil kedelai, katul, dan lain scbagainya

cucoh untuk bahan makanan ternak (AAR, 1993).

i



Adas dasar Lmgkat jumbah produksi, macam h.:km}]ug.] yaig dipakai,
banyahnya hasil produbsi yang dipasarkan, maha macam usaha peternahan di
Indonesia dapal digolony ke dalam tiga benluk yaitu
1. Usaba yang bersilat tradisional
2. Usaha yanyg bersilat backyard
3. Usaha komersil (Prawirohusumo, 1990},

Dari beberapa jenis ternak yang dipelihara oleh masyarakal lujuannya
adalah untuk heperluan tenaga kerja maupun  uniuk diambil dagiagnya,
Perkembangan populasi lernak sangal ditentukan oleh berapa besar manfaatn
dan kepentingannya. Makin banyak manlaatnya bagi kehidupan masyarakat,
maka makin pesat perkembangannya, scbalikuya makin kurang manlaatuya bag
-masyarakat makin kurang perkembangannya. (Sosroamidjoyw, 1990),

Kenyataan yang kompleks dihadapi dalan pembangunan  pelernakan
adalah sebagian besar masyarakat khususnya di Sulawesi Sclatan di dalam
mewmelihara l{:rlllﬂlill}'ﬂ hanya dilakukan sebagai usalia sampingan sclai usaha
pokoknya yaiut bertuni, dengan demikian pola pemelibaraanaya masih sangal

sederbana (Kustiah, 1983).

s P rinilaly Daeral

Sesual dengan Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang pohok-pokok
csu

ale di daerah pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan
peinerin r

ARSI inya, yailu mampu mengatur
.+ dacrah dapat melaksanakan olonominyd,
ducraha agar dacrah



dan mengurus rumah tangganya sendiri, di samping pencrimaan yang berasal
dart pemcrintah berupa subsidi/bantuan, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak,
Sumber pendapatan dacrah tersebul diharaphan agar dapat menjadi sumber
pemibiayaan penyclenggaraan  pemerintah dan pembangunan  dacrab, untuk
meningkathan dan memeratakan hescjahleraan masyarakat (Waluyo, 1997).

Pemerintah daerah tingkat | dan 1 mengutip bayaran untuk layanan yang
disediahan. Bagi Dati Il pungulan merupakan sumber pendapatan yang sangal
penting; hampir menjadi sclengah dari selurul pendaptan daerab. Scbagian
besar pendapatan ini digolonghan he dalam pungutan (retribusi) tetapi jumlah
yang cukup besar juga dicatat dibawah pencrimaan dari dinas (Devas, 1989).

Sumber pembiayaan yang utama dan bersifat langgeng, dalam mendukung
pembangunan daeral adalah swadaya masyarakal alau tubungan masyarakal dan
Pendapatan Asli Dacrah (PAD) (Anonim, [997).

Agar supaya dacrah E_IupaL nicngurus rumah angganya sendin dengan
schaik=baiknya, .mal-'.a dengan seadirinya kepadanya perlu diberikan sumber-
sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber
pembiayaan yang diberikan kepada dacrah maka kepada dacrah diwajibhan
untuk menggali scyala sumber-sumber  kevangannya  sendiri, berdasarkan

pa:r;.andnng-undﬂ'ugan yang berlaku (Socdargo, 1994).



Menurut The Gim Gwic (1993} balwa pembiayaan pembangunan dapat
memberihan pertumbuhan dan perhembansan chonomi, laju pertumbubannya
lergantung pada Kondisi tertentu serta kebijakasanaan dacrah selempat.

Untuh dapat membiayai dan memajuhan dacrah, antara luin dapat
ditempuh  suatu kebijaksanaan  yang mewajibkan  lap-tiap  ovdng  untuk
membayar pajak sesuai dengan hewajibannya (Madiasmo, 1997).

Menurul Kamaruddin (1983), bahwa anggaran belanja yailu suatu alat
yang dapat menjadi sumber hemajuan chonomi dan il lerganiung  cara
penggunananya dan kebijaksanaan pemerintal setempal.

Dinas pendapatan dacrah di tiap-tiap dacrah bertanggung jawab alas
scmua pencrimaan dacrab, maski banyak dari pencrimaan ini sesunggulinya

dipungut olch kantor atau lembaga lain (Devas, 1959).

Pajak adalal uran L'uf-:i.r:n kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra
prestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk mewmbayar
n (Socmitro dalam Mardiasmo, 1997). Disimpulhan dari

pengeluaran umul

pengertian di atas balwa pajak meniliki unsur-unsur:
| Turan dari rakyal kepada negara.

yang berhak menungut pajak hanyalah negara, luran tersebul borupa uwang

(bukan barang)



2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undanyg atau dengan kelentuan undaiig-
undang beserta aturan pelahsanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik alau kontraprestasi dari negara yang secara langsung
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapal ditentuban adanya
hontraprestas: individual oleh pemerintah

4. Digunahan unlub membiayai rumal tangga ncgara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaal bagi masyarakat luas.

Walaupun terdapat berbagai defenisi-defenisi mengenal perhataan atau
istilah pajuk di dalam tleori-leori perpajakan namun apabila kita lihat dan
berbagai perumusan dalam beberapa perundag-undangan pajak dalam prakick di
pegara lain, serta kenyataan yang ada di negeri kira pada masa-masa terakhir
_ipi,__}t_]run:f.-u seeara umum istilah pajak ini dapat diartikan scbagai pumhayurm:_
yang dikeluarkan berupa uang kepada perbendaharaan uimum negara alau dacrah
yang dikenakan mjmdup.waj.}p pajak atas dasar helentuan peraturan perundang-
udangan perpajakan yang berlaku yang penungulaninya dipaksukan (Arila,
1984).

Keberhasilan  pelaksanaan pembaruan  sisiem perpajakan  Masional
ditentukan oleh cmpat (aktor, yahni; (1} Sistem perpajakan, baik  yang
menyangkul perangkat undang-undang  dan  peraturan - maupun aparal
pelaksananya, (2) Sislcin penunjang, scperti sisiem pembukuan, akuntansi, dan
(3) Masyarakal, kliususnya wajib pajak, lermasuk di dalamnya

prolesionalisme,

cciem inlormasi dala arti yang scluas-luasitya, dan (4) Faktor-fakwor chstern
518



yang berupa FGahlor ckonomi, sosial, budaya dan poliik seria pursepst pusilil
dari masyarahat (Sulumun, 1994d).

Pajak daeral yang selanjuliys discbul pajak, adalah iuran wajib yang
dilakuhan oleh orang pribadi atau badan hepada dacrah Lanpu- imbalan langsung
yany scinbang, yang dapal dilaksanakan berdasarkan peraluran perundang-
undangan yang berlahy, yang digunahan uiiluh pembiayaan penyclenggaruan
pemerintah dacrah dan pembanguiin daerali (Waluyo, 1997).

Pujab dacrah adalah pajak yang dipungut dacrah berdasarkan peraturan
pajak yang ditetapkan oleh duerah untuk kepentingan peaibiayuan rumal langgd
terschut (Mardiasmo, 1992).

Pemungulan pajak lidak dapat diborongkan artinya baliwa selurub proses
kegiatan pemungulan pajak tidah dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun
dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam ranghka proscs
pemungulan pajak antara lain, pencetahan Tormulic perpajakan, pengiriman
sural-sural hupa.rlju wajib pajak, alau penghimpunan data vbjek dan subjek pajak
(Waluyo, 1997).

[Pajak menurul lembaga pemungulan terbagi atas dua yauu () Pajak
Jitu pajak yang dipungut vlch pemerintah pusal dan digunakan untuk

pusat, ¥

H Sy e REpy [F R '| an
biayai rumah tangsd negara contolr Pajak penghastlan, pajak pertambahar
membiays

‘lai dan pajak penjualan atas barang mcwal, pajak bumi dan bangunan, dan bea
nilar dan

.. (b} Pajak dagrah, yailu pajak yang dipungul oleh pemenintah dacral
maleral, ,
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dan digunakan untuh membiayai rumah langga dacrah, yang terdiri atas &ﬂjﬂk
dacrah tngkat | dan pajak dacral lingkat 1 (Mardiasmo, 1997).

Selain kebutuhan pajak untuk ditingkatkan, jugas perlu dipikirkan adanya
pemerataan. Salab satu instrumen yang paling ampuh untuk pemeralaan adalah
pajak, harcna dengan pajak redistrubusi pendapatan dapat diwujudkan.  Dalam
kaitan ini masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak scbagaimana
mestinya (Socmarso, 1993).

Masyarakat cnggan (pasl) membayar pajuk  karena  perkembangan
intelekiual dan moral masyarakat, sistem kontrol tidak dapat dilahukan atau
dilaksanakan dengan baik dan melakukan perlawanan akul melalui tax
avoidance dan usaha tax cvasion (Mardiasmo, 1997},

 Pajak dipungut berdasarkan penclapai kepala dacral atau dibayar sendiri
olch wajib pajak (Waluyo, 1997).

Baliwa dalam usaba peningkatan pendapatan dacrali di scklor pelernakan
dalam |m.:m.,|nj;m,é-| pungutan asli dacrab tingkat 11 Bone, maka dipandang perlu
au kambali peraturan daerah nomor g tahun 1984 lentang pajak

untuk meninj

potong hewan yang besar tarilnya discsuaikan dengan tinghat perkembangan

harga dewasa ini scria perbedaan laril beting dan jantan unluk menckan
pemotongan hewan betina (Anonim, 1992).
Pajak biasanya dibayar oleh anggola masyarakal scbagai suatu kewajiban

hukum tanpa perlimbangan apakah sccara pribadi mercka mendapat manlaat

atau sccara kelompok (Socdargo, 1994),

11



Beberapa tahun terakhir ini di Indonesia banyak diperbincanghan tentang
dilaksanakannya pemungutan pajak pajuk dacrah oleh daerah sendiri. Berbeda
dengan di scbagian besar negara-negara lain, di Indoncsia keadaan keuangan
pemerilah duerall tergantung pada bantuan  dari pemerintal pusal untuk
membiayai hegiatan-hegiatannya, Telah dikemukakan bahwa di dalam situasi
kekurangan keuangan penmerinlah pusal yang terjadi karena turunnya harga
minyak, Indonesia tidak lagi mampu membiarkan pemerintah f;iﬂul'iill Lerganiuing
pada pemerintah pusat, dan jalan lain yang dapal ditempul yaitu dengan
membujuk atau mengharuskan pemerintah dacrah untuk mengumpulhan pajak
lebili besar unluk kepentingan pemerintah daerah sendiri. Hal tersebutl berart
pemerintah dacrah diberi hebebasan memanlaathan kenaihan pendapatannya
untuk hal-hal produkul, dan memberi wewenang pada pemerintah dacrah untuk
menambah ragam pungulan pajak uang disesuaikan dengan keadaan dan
keinginan dacrah umxing-n:gs_ing. llal ini dapal dipakas untuk meyankinkan
bahwa scdapat Imuugl.-in keputusan-keputusan dibual oleh pemerintah yang
paling dekat dengan permasalahannya (Arinla, 1993).

Pada hakekatnya tidak terdapal perbedaan yang asasi antara pajak negara
dan pajak dacrah picngenal  prinsip U hukumnya, Seperli mengena

pengertian subyeh pajak, obyck pajak dan scbagainya. Perbedaan  yang ada

hanyalah mengenai aparal pemungut dan penggunaan pajak. Pajak dacrah adalah

pajak yang dipungul olch dacrah berdasarkan peraturan pajak yang ditctaphan

oleh dacrah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya scbagai badan

12



hukum politik. Ruany lingkup pajuk dacral hanya terbatasd pada lapangan yang
belum digunahan oleh (pusat), seperti pajab atas penghasilan tidah boleh
dipungut olch dacrah, karena sudah dipungut oleh negara. Sebaliknya negara
juga tiduh boleh memungut pajak yang telah dipungut daerah. Sclain itu terdapat
ketentuan babwa pajak dari yang lebilt rendah tingkalaya tidak bole memasuki

lapangan pajak dari dacrah yang lebib tinggi tinghatannya. (Lasmana, 1996).

Relribusi

etribust adalal pungutan dacrah scbagal pembayaran alas jasa dlau
pemberian izin terlentu yang hhusus discdiahan dan atau diberiban oleh
pemerintah dacrah untuk kepentingan pribadi atau badan (Waluyo, 1997).

Dalam usaha peninghatan pendapatan daerah di sektor peternahan dalam
nlmuuujuug, pungutan ashi duu:'uin sebagal sumber dana pembangunan dacrah
tingkat 1l Bone, maka perlu untub meninjau kembali peraturan daerah nomor 2
lahun 1985 lcnling rclril_:us'; pemakaian holding pround yang besarnya perlu
ditingkatkan dengan laril yang baru mengingal linghat perhembangan yang
meningkat dewasa it (Anonim, 1993).

Untuk mendapathan sural heterangan pengeluaran keluar dacrah maka

sctiap tornak harus dilengkapi:
(1) Kartu milik lernak (Perubahan pemilikan ternak dan cap ternak

(2) Sural petjanjian surat beli

13



(3) Tanda bukli pembayaran mi‘l}'i’-'pullmriksaun dan penyuntikan (Anomm,
1991),

Untuk menjamin ketertiban pemilikin ternak dalam kabupaten dacrah
tinghat 1l Bone, maha dipandang perlu pemberian capianda pengenal pada
scliap lernak, dilakukan secara bersama-sama dengan pemberian karta lernak
dan perubahan pemilikan wrnak (Anonim, 1991),

Obgjak retribusi terdiri dari (a) Jasa vmun (b) Jasa usala (¢) perizinan
werlentu. Sedanghan menurut penggolonganiya () Restribusi jasa umum, (b)
retribusi Jasa usala dan (¢) retribusi perizinan tertenty (Waluyo, 1997).

Retribusi dibayar langsung vleh mercha yany menikmati suatu pelayanan
dan biasanya dimaksudkan untuk menulupi seluruh atau scbagian dani biaya
pelayanannyd. Adapun  retribusi dacruh adalah suatu pembayarakan  yang
dilakukan di daerah karena memperaleh jasa pekerjaan, usaha atau miliki dacrah
yang berkepentingan {Euudar:g,_u, 1994,

Kebijaksanaan memungul bayaran untuk layanan dan barang yang
digadinkan punmrinluh berpangkal pada pengeriian clisicnsi ckonomi. Dalam ha
peroranin bebas menentukan besar layanan lerlentu yang huudiﬂ: dintkmatinya,
layanan ilu memainkan  perananan yang pemting  dalam menjatah

harga

permintaan mengurangl penghamburan dan dalam memberikan isyaral yang
¥

perlu hepada pemasok mengenal besar produksi layanan terscbul. Selain itu,

pencrimaan Jari pungulan adalah sumberdaya unluk menaikkan produlkisi sesuw

dengan hkcadaan permintaan. Karena itu, harga harus discsuaihan schingga

14



peiidwaran dill:[.l permimtaan akan barang dan layanan yang bersangkulan dapal
sclavas, Tetapl, memungut bayaran hanya tepal untuk barang dan layanan yany
bersilat “pribadi”™ dengan kata lain, unluk barang dan layaoan yang dapal

dinikmati hanya jika orang membayar (Devas, 1959).
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METODE PENELITIAN

Lukasi dan Waktu Penelitian
Peuclitian ini dilaksanakan di Kabupaten Dacrah Tingkal 11 Bone,
Adapun wakiu pelaksanaannya berlangsung sclama dua bulan, yaitu mulai

tanggeal | Februar sampan dengan tanggal 30 Maret 19935,

sumiber dan Cara I° ambilan D

Data diperoleh dari Kantor Dinas Peternakan berupa data populasi ternak
dan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi sub sektor pelernakan, kantor
Dinas Pendapatan Dacrah berupa laporan rcalisasi dan targel pencrimaan pajak
dan retribusi dacrah serta Kantor Dinas Siatistik berupa data keadaan wilayah

seeara umum dan penduduk.

Aunalisa Data
Untuk mengelaliun mengapd pajak dan retribusi sub sckior pelernakan

cenderung untuk menuruf, digunakan alat analisis deskriptil, sedanghan untuk

mengetaliui Lontribusi maka digunakan ruimus.

Pendapatan pajak dan retribusi sub scktor pelernakan
x [ 00%

Kontribusi = _
Tolal pendapatan asli dacrab



Untuk melibat besar kecilnya sumbangan pajak dan retribusi sub schior

peternakan maka nilai yang diperolel akan dibandingkan dengan sumbangan

dari sektor lain terhadap PAD, dengan kriterai sebagai berikul

Kontribusi pajak dan retribusi sub sckior peternakun dikalukan besar jika
berada Ji atas nilai rata-rata hontribusi dari sub sektor lain,

Kontribusi pajuk dan reticibusi sub scktor peternakan dikatakan sedang jika
sama dengan nilai rata-rata konlribusi sub schior lain.

[Koutribusi pajak dan .rciribusi sub sektor peternakan dikatakan keal apabila

berada di bawah rata-rata kontribusi sub schior lain.

Ieonseyp ﬂpul':i:-;imml

| Kontribusi adalah besarnya uilai sumbangan pajak dan retribusi sub sekior

1‘1;:.L~::|':ml~,un terhadap total p;:ndupatan asli dacrah yang dinyalakan dalam
persentase.

. Pajak dacrah adalah juran wajib yang dilakukan olch orang pribadi atau
badan kepada daerah lanpa mbalan langsung yang seimbang, yang dapal
dipaksakan, yang digunakan untuk membiayai penyclenggaraan pemerintah
dacrah dan pembangunan dacrah.

- Retribusi dacrah adalah pungutan daerah schagai pembayaran atas jasa yang

khusus discdiakan dan alau diberikan oleh  pemerintah daeral untuk

kepentingan orang pribadi atau badan.
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4. Pendapatan asli dacrah adalah heuangan dacrah yang berasal dari potensi
dacrab sendint dan bersumber dari pajak dacrah, retribusi dacrah, perusahaan
dacral dinas dacrah dan lain-lain usaha dacrab yang sah,

5. Wajib pujakireiribusi adalah orang pribadi atau bLadan yang diwajibkan

- untuk melakuban pembayaran pajak/retribusi terutang

6. Pemungutan adalal suslu rangkaian kegiatan mulai dari peoghimpunan data
objek dan subjek atau retribusi penentuan besaranya pajak/retribusi yang
lerulang sampai penagilan pajak alau retribusi kepada wiajil pajuk alaw

wajib reiribusi scrla pengawasan penyclorannya.
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KEADAAN UMUM DALERAI PENELITIAN

Letak Geogralis

Kabupalen Bone merupakan salab salu dari dua pulub liga dacrah
Tinghat 11 di Propinsi Sulawesi Sclatan. Letahnya kurang lebih 174 Km ke arah
timur lauwl dan kotamadya Ujung Pandang. Luas wilayahnya sekitar 4559 Km*
atau 7,50% dari luas Propinsi Sulawesi Sclatan.

Kabupaten Bone berbatasan dengan dacrah-dacrah scbagal berikul:

Scbelah Utara @ Daerah Tingkat IT Wajo

Sebelah Sclalan  ;  Dacrah Tingkat 11 Sinjai

Scbelah Barat . Dacrah Tinghat 1 Soppeng, Maros, Panghep dan

Barru.

Sebelah Timur o Teluk Bone

Secara Administrasi Kabupaten Bone terbagi dalan 27 Koecamaltan yaug
terdiri dari 23 Eccaum:an‘ .dul‘cn'ﬂ.i.t' dan 4 keocamalan persiapan, Sccara
kescluruhan wilayah tersebut terbagi habis dalam 22 kelurahan dan 350 desa,

Adapun luas tiap Lecamatan di kecamalan Bone dapat kita lihat pada tabel

berikut ini:
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Fabel 2, Luas dacrah tiap kecamatan di Kabupaten dacrah Lingkat LI
Bune, 1998,

| No Iveccamatan Luas daerah Persentase
1 E— (Km') (%) |

1. Bontacani 432.35 10,16
= Sl 189,50 416
3. Kajuara 124,13 272
4. Salomeko 84,91 .86
5. IPatimpeng 130,47 2 86
6. Tonra 200,32 431
o Libureng 144,25 755
8. Mare 263,50 5,77
g Sibuluc 155,80 3,141
10. Barebbo 114,20 2.50
11, Cina 147,50 3.23
12, Ponre 293,00 6,43
13. Lappariaja 138,00 3,02
14. Bengo 164,00 3,59
I5. Limuru 208,00 4,56
16. T.Limpoe 318,10 6,97
17. Ulaweng 161.67 3.53
(8 Amali - 119,13 2.6
19. Palakka 115,32 2.53
20, TI. Baral 5}.&5 1,13
21. T, Kialtang Z3.29 ﬂj;
77 T.R. Timur . 4% 8% l.u.i
23, Awangponc 110,70 2,43
24, T Siatlingge 1 5?,313 :.!.'"m
25 Cenrana 143,060 _:, |5
2 Dua Boceoe 144,90 f“I 7
ET ﬁjangme 139,00 3,05
Jumlah 4559,00 100,00

Sumber: Kantor Stalitik Kabupaten Bone, 1997.
Dari Tabel 2 terlibat bahwa Kecamalan Bontocan memiliki luas dacrah
yang paling besar dibanding kecamatan lainnya di mana luasnya sekitar 10,10%

dali luas keseluruhan daerah tingkat Il bone atau seluas 453,35 Km-". Sedangkan

kecamatan yang memiliki luas yang paling kecil adalah kccamatan Tanete
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Riattang sebes 2 : - -
& sebesar 23,78 Km® atau sekitar 0,52% dari luas keseluruhan kabupaten

dacrah tingkat 1l Bone.

Penduduk dan Tingkatl Kepadatan Pendudul

Tabel 3. Jumlah  Penduduk  dan Kepadatan Penduduk  menurul
Kecamatan di Kabupaten Bone, 1997,

No Kecwmalan Jumlah Pendudok Rata-rata Kepadatan

- _ (diwa) | Penduduk (po p/Km') |
1. Bontacani 18891 32
2. Kahu 30,882 163
3. Kajuara 28 664 231
d: Salomeho 12449 147
5 Patimpeng |3.272 102
6. Tonra 10.310 51
i libureng 26160 76
g Mare : 20.093 76
G, Sibuluc 27.501 177
10, Barebbo 22.578 193
11 Cina ' 22.134 . 150
12. Ponre 11,837 #40)
! Lappariaja 7512 149
14, Bengo a 22.924 140
L5 Linwuru ; 21.720 104
16. T.Limpoe 13.730 3
17. Llaweng 23138 143
19, Palakka 19.3137 163
20, TR. Baral 27.801 519
21, T. Riatlang 38010 |.623
22 T.R. Timur 30. 180 EJJ'?
77 Awangpane 25.3M Erﬂ
24 T Sialtingge 37.488 233
75 Cenrana 24,396 170
26 Dua Boccoe 29.693 205
'ETI Ajllngﬂlﬁ ET.S!h 198
Jumlah 623.550 137

Comber: Kantor Siatiik Kabupaten Bone, 1997.




sckior peternakan, yakni scbesar 129.176 jiwa (67,4%). Deogan jumlah pekerja
aki-laki 143.774 jiwa, yang pada wmumnya bekerja pada bidang pertanian
sedanghkan jumlah pekerja perempuan 47.670 jiwa yang scbagian besar bekerja

pada bidang usaha perdagangan besar dan ceeran,

Tinghat Pendidikan

Tingkat pendidikan suatu dacrah akan sangat mempengaruli pola pikir
penduduk dacrab tersebut. Pendidikan dapat diperoleh dari dua sumber yailu
pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan lormal  yailu
pendidikan yang diperoleh dari bangku scholah, sedanghan pendidikan non
formal adalah pendidikan yang diperoleh tanpa melalui bangku scholal, Di
dacrah kabupaten dacrah l.ihgl;nl 1l Bone masalah tinghat pendidikan scbagian
besar diperolch dari pendidikan [ormal.

Untuk lebih jelasnya penyebaran penduduk menurut tingkat pendidikan
dapat kita lihat pada Tabel 3 sebagai berikul:

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Pendudukan di Kabupaten dacrah tingkat 11
Bone, 1997

o [ Jumlzh Persentase

Mo Tingkat Pendidikan Jiwa) %)
1. “Tidak tamat SD | 138.574 74.90
2 SD 153.434 38.64
3. SLTP/Scderajal 45298 11,40
4, SLT A/Sederajat 49,845 12,55
5 Perguruan Tinzg 9 877 2 48

r Total 397.028 100,00

Sumber: Data suscnas, 1997,




Ln = TR o)

Y |
L SN

ari Tabel 5 terlibat bahwa program wajib belajar sudah terlaksana
dengan baik terdibat dari banyaknya jumlal penduduk yang lamat S0 yailu
133,134 jiwa (38,64%), meshipun penduduk yang tidak tamat SD mempunyai

jumlal yang cukup besar yakni 138.574 jiwa (34,90%).

Saraoa dan Peasacana Keselulan

Upaya pemerintah dalam bidang keschatan dalam rangka meninghatkan
kualitas sumberdaya manusia diperlukan sarana dan prasaruna pendukung.
Scperti lersedianya paramedis, pushesmas, pushesmas pembantu dan posyandu.

Sarana pendubung di bidang keschatan yang telah disediakan olch
pemerintah habupaten dacrah tingkat 11 Bone dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Banyaknya puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu di
kabupaten dacrah tingkat 11 Bone, 1997

iz

No |Sarana Jumlah (buah) 1 Persentase (%)
1 Puskesmas Lnpres . 23 : 25
2. Puskesmas non Inpres 8 0.5
3 Puskesmas Pembantu 63 6.8
4, | Posyandu 833 89.8
TOTAL 027 100

g u|I11hm': [Cantor Statistik Kabupaten dacrah tingkal 1l Boue, 1997

Dalam Tabel © icrlihat bahwa sarana dan prasaran keschatan di

Kabupaten Bone sudah memadai, namu seiring dengan perhembangan jumlah

penduduk maka scbaiknya sarana dan prasarana lerscbut masih perlu untuk

ditambab.
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Bidang agama adalah salab satu unsur penting dalam peningkatan mutu
ketagwaan lerbadap Tuban Yang Maha Esa,

Kehidupan beragama di Kabupalen Bone terjalin dengan rukun, dengan
tetap menjalunkan sikap toleransi antar 5c,:f;uma pencluk agama yung berbeda.

Komposisi pemeluk agama di Kabupaten Bone dapat dikia lihat pada
Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Komposisi powiciuk aguma di Kabupaten Bone Lahun 1997,

No |Agama Jumlah (jiwa) Perscentasc (%)
Lo |18 lam_ : 621,649 99,69
2. Kristen 1.057 0,17
3. | Katolik 676 0,11
4. | Hindu 44 0,01
5. | Budba 129 0,02
Total 623,555 100,00
Sumber; Kanlor Statistik Kabupatcn dacrah tingkat 1 Bone, 1997

Dari Tabel 7 terlibal bahwa mayeritas penduduk di Kabupaten Bone

memeluk agama Islam yailu schanyakh 021.049 orang atau schesar 99.69%.

Suﬁallgkun minoritas memeluk agama kristen 1.052 orang atau scbesar 0,17%,

katolik 676 orang (0,11%) Hindu dan Budha masing-masing 44 orang (0,01%)
atolik , ’

dan 129 orang (0,02%).



Sub Sektor P

Y Lermak:
Kabupaten Bone nankian

Kabupaten dacrah tingkat 11 Bone merupakan salab satu dacrah otonom
yang ada di propinsi Sulawesi Sclatan, yang pada saal ini sedang gial-glatnya
melahsanahan hegiatan pembangunan, DI dalam pembangunan butuh dana.
Dana pembangunan e salah satunya bersumber dan pungulan pajuk dan
retribusi, termasub di dalamnya pajak dan retribusi sub sekior peternakan,
Adapun jenis-jenis pajak dan retribusi sub scklor pelernakan yang dipungul di
Kabupaten Bone dapat dijelashan scbagai berikut
1. Pajak polong hewan

Peraturan mengenai pajak potong hewan diatur dalam Perda nomor
13 l;.xlmn 1992, Dengan besarnya pajak-pajak polong hewan terscbul dapat
d-i.lilmt pada Tabel 8 scbagai berikut:

Tabel 8. Taril pajak potong hewan di Kabupaten Dacrah Tingkat 11

Bone, 19'5;'?

No. | Jcni; ternak Jenis pajak potong hewan
(ekor) Potong usaha | Potong hajat Potong
(Rp) (Rp) darurat (RP)
1 sapi/kerbau 10,000 5.000 3.000
2. Babi 10.000 7.500 7.500
3 | Kuda 5.000 5.000 3.000
4, Kambing 1.000 1.000 | 500

Sumber : Kanior D

yas Pendapatan Daerah Tingkal 1l Bone, 1997,




Adapun pelanggaran dari peraturan di alas maka dikenakan denda
scbesar Rp.50.000,- atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
. Retribusi karly ternak dan perubahan pemilikan ternak

Peraturan mengenai rewibusi kartu wernak dan perubahan pemilihan
ternab di atur dalam Perda numor 4 talun 1991, Dengan besarnya retribusi

kartu ternak dan perubaban pemilikan ternak adalal sebagai berikul:

a. Sapi per ehor Rp. 500,-
b. Kecrbau p. 500, -
c. Kuda Rp. 500,-

Apabila ada pelanggaran atas perda Ji atas maka dikenakan denda
scbesar Rp. 50.000,- atau kurungan paling lama 3 (liga) bulan.
 Retribusi Holding Ground (Karantina Hewan)

Peraturan mengenai retribust holding ground diatur dalam Perda
nomor 2 tahun 1992, Dengan besarnya retribusi pemakaian holding ground

adalah scbagai berikul:

a. Sapi per ckor Rp. 2.500,-

b. Kerbau per ckor Rp. 2.500,-

c. Kuda per ckor Rp. 2.500,-

d. ambing per chor kp. 500,-

Apabila ada pelanggaran atas perda di atas maka dikenakan denda

scbosar Rp. 50.000,- atau kurungan paling lama 3 (liga) bulan.

Retribusi biaya penyuntikan hewan yang diperdagangkan ke luar daerah

Kabupaten Jaeral tingkal Ll Bone.



Peraturan - mengenai  retribusi biaya  penyuntikan  hewan  yang
diperdagangkan ke luar dacrah Kabupaten daerah tingkat Il Boue dialur
dalam Perda nomor 11 tahun 1992, Adapun besarnya retibusi biaya
penyuniukan hewan yang diperdagangkan ke luar dacrah Kabupaten daerah

tingkat 1l Bone adalah sebagai berikut; -

a. Betina:
I. Untuk polung Rp, 10.000,- perchor
2. Unituk bibit Rp. 7.500,- perckor
b. Jantan Rp. 5.000,- perchor

Apabila ada pelanggaran atas perda di atas maka dikenakan denda

schesar Rp, 50.000,- atau kurungan paling lama 3 (liga) bulan.
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HASIL DAN PEMBAIASAN

Perkembangan Peadapatan

shi Daceal i Kabupaten Dati 11 Bone

Sumber penciimaan daerah dapat berasal dari berbagai macam, namun
sceara garis besar dapat dikelompohkkan ke dalam lima bagian yaitu: Pendapatan
asli dacrab, bagi hasil pajak, Lagi basil bukan pajak, sumbangan dan
bantuan/subsidi dari pemerintali.

Telapi yang akan dibabas di sini adalah pendapatan asli daerah.
Pendapatan asli daerah  dapat  dijadikan  scbapai uhuran untuk melihat
kemampuan suatu dacrah dalam melaksanakan olonominya.

Kemampuan  untuk - melaksanakan (Ability to implement) terbadap
sumber pencrimaan dacrah (local revenuc source) disesuaikan dengan potensi
sumberdaya (resources) yang dimiliks,

Oleh  pemerintah dacral tingkat 11 Bone dijalankan dengan  jalan

' i asienotensi vang ada terscbul dalam upaya
mengarahkan dan mengeali polensi-polcnsi yang

penyediaan dana bagi pembangunan dacrali. Hal ini sangal penting dilakukan

gingat laju pclaksanaan  pembangunan bersumber darl  penerimaan
MCn g

masyarakat sedanghai alokasi dana dari pusal {voles) belum cukup di dalam

menumbul kembangka laju pembangunan di dacrah.

Salah satu sumber pendapatan asli dacrah adalah bersumber dari sektor
ala

| ol iber dari
] suinber pencrimaan dacrah yang bersuu
sternak dapun sumber-suin
peternakan. A |



perubahan  pemilikan ternak, retribusi holding ground, retribusi  biaya
penyuntikan hewan yang diperdagangkan ke luar dacrab kabupaten dacrah
tinghat 11 Bone.

Pada Tabel | terihat balwa penerimaan pajak dan retribusi sub sckior
peternakan dari tabun 1993-1997 cenderung untuk menurun.

Cenderung untuk menurunnya penerimaan pajak dan retribusi sub sckior
peternakan discbabhan oleh beberapa laktor, yang di dalamnya terkait unsur
sumberdaya pencrimaan pajak dan retribusi sub sckior pelernakan itu sendiri,
unsur wajib pajak dan wajib retribusi, unsur pelaksana serla polensinya,

Adapun fakior penycbab cenderung unluk  menurunnya pencrimaan
pajak dan retribusi sub scktor pelernakan dapal dilihat sehagai berikut:

a. [olensi peternakan
Populasi ternak di dacrah tingkat 11 Bone selama lima tahun terakhir
lllltlllpti'“ilill]{itl‘l kecenderungan mengalami penurunan hal i dapat kita

lihat pada Gambar 1.
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Gambar 1; Populasi lemak di Kabupaten Bone (1933 - 1997}
ket —¢— Sapi —O— Kerbau —4&— Kuda —%— Kambing

Dalam gambar | terlibal bahwa pupulasi ternuk di Kabupalen Dacrah
© Tinghat 1l Bone setiap tahunnya cenderung untub menurun kurun wiktu lima
tahun terakhir, Terutama unluk jenis ternak sapi, kerbau, kuda dan kambing.
Lain 11-:14513,1 jenis lernak unggas, yahni: ayam ras, itik dan ayam Dburas

(Lampiran ).

Kecendcrungan unluk menurunnya populasi ternah di atas discbabkan

oleh banyaknya pemotongan dan peugeluaran lernak, serta perdugangan Lerniak

ke luar dacrah. Padahal di Kabupaten Dacrah Tinghat [[ Bone hetersediaan

ternak hanya diperoleh melalui pembibitan ternak di unit-unit pembibitan ternak

yang ada Tidak melakukan keglalan pcmuaukun ternak di Kabupaten Bone,
any ada.



b. Danyakuoya pemotongan ternak di IKabupaten Dacrah Tingkat 1l Bong.,
Banyaknya pemotongan ternak di suatu daerah  mempengaruhi
bunyahiyd pencrimaan pajak terutama pajak potony hewan.

Adapun banyaknya pemotongan Lerna di Kabupaten Dacrab Tingkal

Il Bone dapat kita libat pada Gambar 2;
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500 - : "
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. 1993 1994 1995 1996 1997

Gambar 2; Banyaknya pemotongan lernak di Kabuplen
Daerah Tingkat |l Bone (1993-1997)

Ket:  —o—Sapi -—m— Kerbau —— Kuda —»— Kambing

D'dl ki i [.i-i.'l." |hﬂ1 2 lm']ih{ll I..H:' llWﬂ l}a."}'“k“ il pGl‘llDlD“ﬂﬂl] lﬁl'l-!-ilk 5 I_.;”:7
g f 4
i s L : H Y 11 Pl l“i li.".l.i.ll,.ﬂ",'lﬂ_
LH i tllI ] d.E“l L I.Idll' 'I'.IilrF lﬂlluﬂ LL- l.-llhu i1 GLJ“! b ul]g i
i .IEII- C.

lihat pada jenis lernak sapi, kambing dan kuda. Scdangkan ternak kerbau
terlibat p

: I
i pe : 1w cuhup tajam (Lampiran Z).
mengalanmi penurunan yang p

{iaan pajak daerah yans masuh, hhususnya pajak potong hewan.
prenerinld

Lad
L=



¢. Lanyaknya pengeluaran ternak di Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bone
| Sepertt wlah dikemukakan sebelumnya bahwa Kabupalen Dacral
Tinghat 1 Bone tidak melakuhan hegiatan pemasukan ternah secara resoi,
Jadi hanya mengadakan kegiatan pengeluaran lernak ke luar dacral. Adapun
banyahnya pengeluaran ternak potong dan bibit di Kabupaten Dacrah

Tinghat 11 Bone selama hma tabun terakhic dapat dilibat pada Cambar 3.

25000 -
20000 -
i
10000 A m\_@\
5000 - A e
1993 1994 1995 1996 1997

Gambar 3; Banyaknya pengeluaran ternak di Kabupten
Daerah Tingkat || Bone (1993-1 997)

Ket. —Q— SapiJanian {5) [} Sapi Belina (58)  —d— Keibau Jantan (REJ)
' —5¢— Kerbau Belina [KEE) —%— Kuda Janlai 4  —*— Kuda BETI

Dalam Gambar 3 Lerliliat baliwa jenis ternak yang diperdaganghan ke luar

dacral adalah jenis (ernak sapi, kerbau dan kuda. Jenis ternak yang paling

banyak diperdagangkan Leluar dacral adalah jenis ternak sapi. (Lawpiran 3),

[ni terjadi harcna [abupaten Dacrah Tingkat [ Bone merupakan salah satu



dacrah pemasoh termak sapi potong terbesar dan pensuplay temak sapi bali

.luhiL di  Sulawesi  Selatan, Banyakaya pengelugran  (ergantung i

banyahnya pesanan darl konsumen.

Adapun realisasi perdagangan lernak ke luar dacrah dapat dililat

pada Tabel 9,

Tabel 9. Realisasi perdagangan ternak ke luar dacrab divinel menurul
jenis ernuk whon 1996,

L PRRT _______”_F',EF_-"_'T fujuan ~ sapi o _I-{crhiu Kuda
1. | Ujung Pandang 11,656 931 0
2. | Tana Toraja 0 3.362 0
3. | Parepare |22 39 0
4. | Wajo 0 4
5. | Jencponto 0 1.993
6. | Mamuju 316 227 0

7. | Bulukumba 2 0
8. | Barru 0 47 7
9. | Polmas 10 7 0

10. i’lnramg 295 0 0

L1. | Maros 10 0 0

JUMLAH 15.420 4.531 2.014

—

Dalam Tabel 9 werlihat bahwa Ujung Pandang m

(ujuan pemasaran

Eaﬁi,

dacrah tingkal LI Jencpo

‘.:i-n.a_u:.hcr:'}fm\lnr Di
1997.

yang meinpuinyil

sedangkan dacrah tujuan |

n:nl'._l-‘;iﬁﬁﬁfr Kabupaten daerah tingkat 1l Bone,

crupakan dacrah

prospek yang cukup baik bagi ternak

crnak kerbau dan kuda masing-masing di

ato dan daerah tingkat 11 Tana Toraja.




d. Masyarakat scbagai wajib pajah/wajib retribusi sub sckior petcrnakan,

Unluk wemungut  pajak dari masyarakat  tidaklah  semudab
membalikkan tclapak tangan, scbab apa yang dircncanakan scbelumnya
biasunya melesel  dari kenyataan/pemikiran  meskipun  pelaksanaanya
dilakukan secara imensif.

Ada kecenderungan pada sebagian masyarakat lidak bersimpall
melainkan antipati untuk membayar pajak dan rewribusi. Yang masuk dalam
kategori ini bukan tidak mungkin dan sedikit banyaknya akan mempengarubi
jumltah realisasi pencrimaan pajak dan retribusi sub schior peternakan
schingua jumlah yang ditargetkan akan berbeda jauh dengan realisasinya,

fal lain yang bisa menycbabkan turunnya alau rendahnya penerimaan
pajak dan retribusi yailu sarana dan prasarana yang menunjang keglatan
masyarahal secard memadai. Scbagai akibatnya pendapatan l.l.l-'lt-iyﬂrﬂ.kal tidak
wemadal  (kurang) schingga akselerasi untuk  membayar pajak  juga

cenderung menurun,

c. Pelaksana teknis pemungulan pajak dan retribusi sub sckior peternakan.

Pemungulan pajak lenlunya harus berdasarkan pada peraturan

perudany-undangan yang berlaku. Galah satu dinas yang mcmbaulu bupati

kepada daerah dglam pemungutan pajak  dan retribusi  adalah  dinas

pendapatian dacral.
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*e x = , -
cimungutan pajak tidah dapal diborongkan yang artinya sclurub

proses keplatan pemungutan pajakfretribusi tidak dapat diserahkan kepada

pihak hetiga (Swasta).,

Ini sesuai dengan pendapat Waluyo (1997) yang wengatakan bahwa

pelabsanaan pemungulan pajak dan retribusi lidak dapat diborongkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petugas pemungul pajak atau

retribusi sebelum wrun ke lapangan adalah:

1.

Berusaha meningkatkan pengelahuannya baik petugas yang berada di
dacral kecamatan maupun yang ada di desa-desa

Sedapal mungkin member penyululian kepada wajib pajak apar dapal
menimbulkan  kesan  yang  baik, schingga pada  akhirmya  akan
menimbulkan kesadaran dari wajib pajak untuk mematuli kewajibannya
untuk membayar pajak.

Adapun kebijaksanaan-kebijaksanaat  yang tclalh  ditempuh  oleh

pemerintah tnghat I Bonc dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan

pajak dan cetribusi daerah adalah:

1.

Memperluas jaringan aparat-aparal pengelolaan PAD dengan membentuk

unil pelaksana teknis dinas di hampir seliap kecamalan yang scbelumnya

Ji dalam kabupaten dacrah tingkat 11 Bone terdapat & buah Unit

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) menjadi 22 UPTD.

Melimpahkan scbagian pelaksanaail pemungutan pajak kepada camat

Menggali sumber pendapatan yaing baru

3



Mengadakan perubahan peraturan dacrah yang lama disesuaikan dengan

kondis: dacrah dengan mengadakan peraluran-peraluran baru,

5. Meninghathan hegiatan imtensilikasi pajab dan retribusi dalam rangha
pentngkatan pencrimaan pendapatan asli dacrab,

6. Meninghatkan pemantavan/pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan

pajak dan rewribusi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

kontribusi  Pajak  dan  Retribuosi Tan lerhadap
Penerimaan Pajal dan Retribusi D i
Fabupaten Dacrah Tingkat 11 Bon

Adapun besarnya kontribusi pajak dan retribusi sub sckior pelernakan
terhiadap penerimaan pajak dan retribusi dacrall dapat dilihat pada Tabel 10.
Tabel 10 Koniribusi Pajak dan Retribusi  sub sckior peternakan

terhadap Penerimaan  Pajak dan  Retribusi Daerah  di
. Kabupaten Dacrah Tingkat 1l Bone.

; Pajuk Relribusi Pajaké ]
Tolal pajakk sub seklor | Konibusi | Retribusi sub Eféiﬁl;
No | Tahun | Retribusi Daerah pelernakan (%) aakbar 0 .
) | R (Ro)

L1 1993 2.746.566.811 324,795,500 11,82 2.421.857.311) 252

9 | 1994 | 3095371334 ybE0BES0 | 1229 | 2880562884) 244

i 1944 3:4;9’9&.{30 438,043,600 12 .44 3.086.953.130 243

4 1996 3.707.937.157 401.611.500 10,83 3.306.325.507| 2,79

5 -195‘1?' 7,493.047.750 384,152.750 10,99 3,108.804.627| 2,60
ﬁﬁ&_ﬁm yang Lelab Jiolah, 1998

—_—

Cuty ]

Dari Tabel 10 terlihat bahwa Lomtribusi pajak dan retribusi sub schtor

ternakan besar jika dibandingkan dengan rala-raia pajak dan retribusi sub
peternaki

g maind qosuai dengan kriterai yang telah

scktor lain (Lampiran 4). Yan
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Ditentukan yakni pajak dan retribysi peternakan dikatakan besar jika di alas nilai rata-rata

kontribusi pajak dan retribusi sub sekior lain yang ada di PAD, Scdangkan untuk melihat
kontribusi pajak dan retribusi sub sektor peternakan lerhadap tolal PAD dapat kita lihat pada

Tabel 11,

Tabel 11, Kontribusi Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap  Total
PAD di Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Bone,

Pajak & Retribusi Pajak &
Mo, | Tahun Togal AL Sub Sckior Kantribusi Retribus Sub “ﬂlﬂ-ﬂﬂlﬂ_
{Rp) Peterrnkan %a) Sekitor Lain K.osntribisi
{Rp) i) (%a)
I; 14943 302516 656 124,799 500 11, 2 421 857 511 2
2. | 1o 3.556,282 601 375 8008 650 14153 2GR0 567 68 2.00
3. f s 3774 930, 140 38 0ad 3 G [ 1,64 JOBRGA53 130 .27
d, (R 9. 11024 Lo A .Gl | MM 0,71 3306 325,507 244
5. J | per 3479013504 344152750 [ 3,108,894 6027 148

Sumber : Data yang telah diolah, 1993,

Dari Tabel 11 terlihat bahwa kontribusi pajak dan retribust sub schior peternakan
besar bila dii.trund'tngkﬂn dengan rata-rata kontribusi pajak dan retribusi sub sckior lain yang
ada di PAD {Lumpimn.ﬁ}. Ini sesuai dengan kritena yang iclah ditentukan yakni kontribusi
pajak dan retribusi sub sektor peternakan dikatakan besar bila kontribusinya berada di atas

nilai rata-rata kontribusi pajak dan reiribusi sub scklor lam.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembabasan di atas maka dapat dilarik Kesimplan
schagai berikul:

- Penyebab menurunnya pendapatan pajak dan retribusi sub sekitor pelermakian
adalah scbagai berikut o (1) Potensi peternahan yang ada di dacrah
penelitian, (2) Banyaknya pemotongan wernak, (3) Banyaknya pengeluaran
ternak di luar dacrah, (4) Wajib pajak/wajib retribusi , (3) Pelaksana tehnis
pemungutan pitjak dan retribusi sub scklor peternakan.

- Kontribusi pajak dan retribusi schior pelernahan terhadap wial PAD besar
bila dibandingkan dengan rala-rala kontribusi pajak dan rewribusi sub sekior

lain yang ada di PAD.

Saran

Sehubungan dengan adanya UU No. 18 tahunl997 tentang penghapusan
PR ELTY

- I i .
S relribusi dacrah dan Kepulusin Mendagri No.10 1998 Lentany
pajak dan re

Tinukat 1 dan 11 lenlang pajak dan retribusi
Pencabutan eraturdi Darcah Tingka

ha pemerintah harus mulal mencari alternatil pengganti pajak-pajak
dacrah, mahka pe

i . | g acral tetap dapat wemperolch
ibusi ;udah tidak berlaku lagl agar
dan retribusi yais suda d
i 2 spujang pembangundai.
i : + besdr puna menujang pem
i il dacrah yang lebih
' pr:nu.:nnm.m asil
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Lampiran 1. :;::ipul.asi Termak di Kabupaten Bome (1993 — 1997) di
: abupaten Dacrah Tinghat 1l Bone,
| i et | 1903 | tos4 | 1o05 | 1096 | 1997
I | Sapi 21337 | 201000| teeass| 7iset| sast
2. | Kerbau 35447 | 34495 | 24270 | 24465 | 24721
3. |Kuda 23842 24958 | 20823 | 21074, 20582
4. | Kambing 15154 | 1s508| 14315| 15050 | 15988
5. | Ungyas '
- Ayam Ras 21,320 25.450 36.560 45 200 56.204
- mg 57.621 59.481 65.522 70.279 72961
- Ayam Buras 1_43#]_5? 4,-[ _1._4;13.?211 _1.59{}.3":1?_ 1.607.153 1-532.059
. Suinber : Kantor Dinas l"n_:luruukau Dati LI Bone, 1997
Lampiran 2. Pemotongal ternak dari tahun 1993 - 1997
Mo.| Jenis Ternak 1993 1094 1995 [ 1996 ) 1997
1. | Sapi 1.342 3.225 3.377 3.421 2.720
2 | Kerbau 188 132 244 76 14
3 | Kambing 975 172 389 384 211
4. | Kuda ___#___J____jij__ﬁ?_#__ . Ll .

Sumber - lkantor Dinas Peternakan Dati 11 Bone, 1997



Lampiran 3, [_.’rinl.],'ukuf.'l. pengeluaran termak potong di Kabupaten Dati 11
Bone 1993 - 997,

e Rl R , - ) i
o Kerbau Kuda
Mo.| Tahun W TS s s rECR o
Jantan Cetina Janian Delina Jantan | Belina
(ekor) |ekor) (ekor) (ekor) (ekor) | (ekor)
1] 1993 19152 | 9530 A165| 2575 39| 936
2. 1994 17.582 T.7112 4449 3406 714 1.219
3. 1995 15.129 i0 4,990 419 955 | 1.218
4. 19596 15.391 30 3.674 BET 790 | 1213
5, 1997 13.017 4218 3875 4934 a2 | 1.013
" Sumber Kantor Dinas Peternakan Dati 1 Bone, 1997
Lampiran 4. Perhitungan share pajuk  dan  retribusi sub sckior
perternakan, dan sub schior lain terhaadp total pajak dan
retribusi dacral.
1. 199371994
4. Sharc pajak dan retribusi sub scklor peternakan
Pajak dacrah = Rp. 29 858.250,- Total = Kp. 2.7406.500.81 1,-
Retribsi dacrah = Rp. B BT VI ——
o Thaak & retribusi sub scktor peternakan | Penerimaan (Kp)
| Pajek ‘potong hewan 24.388.000
3 I{uﬂlslrﬂsi lmwalﬂuzmalﬁ 199, 163.500
3 R pmmr'mmal holding ground
| 3.348.500
{I-:aranlinu hewan) 8
5 i
4 R’ pmmrimaaﬂfpﬂmhﬂ“mm“ 17.899.500
2 324,799,500
Total
_._._#._-_._._____________.____._._-—
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T

share pajak dan retribusi sub sekior peternakan ;

e e e

Total i‘h'qurh & retribusi daerah

s e S o

AT [I‘cndapa tan pajak & retribusi sub sekior peternakan &1 D-[J’Pb]

324,709,500

 Rp.2T16.566811
= 11,52%

b. Share pajak dan retribusi sub sckior lain terhadap pajak dun retribusi
dacrah

At a —

[ No. Pajak Dacrah Penerimaan fll._p_]l_

| Pajak pembangunan . T 40,773,300
2. Pajak Radio 11.192.800
i Pajak bangsa asing 5.000.000
4 Pajak Reklame 9,300,750
5 Pajak pendapatan perusahaan 12.471.500
b Pajak perorangan jalan Z*JSI;EEE
7. Pajuk tontovan E .-q SEZSW
: s ey Pe“mlm}fah“ rmotor 4,232,500
9 Pajak kendaraan tidak be o
e e -m;:{-: 70,250

L — Toul

C—
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[ No. Retribusi Dacrah "~ Penerimaan (Rp)
L Leges 197,859
= Despensasi jalan 24.563.750
3 Sempadan IMI 120.699.271
4, Pangkalan hasil bumi 182.317.215
5. Pelelangan ikan |.984.300
0, Pengujian kendaraan tidak bermotor 2.833.000
T Bea cubai 13.852.500
8. Stasiun Bis 114.439.500
0. | RSU Type C/Balai pengobatan 314,301,353
10. | Rekreasi 3.556,500
1. | Pasar Sentral Watampone 341.810.200
12 Pasar lopres 156.510.700
I-j, Pasar Non Inpres 100.143.073
14 Biaya dan penggilingan padi Easaam
i5. | Penerimaan air minum 5.3315;
16, | Scwa fulmiill dacrah —
LT BRI ; 112,606,109
| 8 | Angkutan langsung/KM Bajoc 8971 400
L 13.445.120
20. | lzin Tempal Usaha/Ho o s
21 | KTP & kartu keluarga & R 5
21 plat nomor rumah S
22, | Sewa mesin gilas 3.671.500
23, | Penerimaan izin trayek S
24, | Dokumen Ielang 2.016.297.500

e ] Total

A B anuiiaal
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P T T——

Share pajak dan revibusi sub sekior lain:

Share [ endapa tan pajak sckior lain & retribusi sub sektor lain xmm—aj

Total pajak & retribusi daerah

_ (Rp.405.470.250) + (Rp.2.0106.297.500)
Rp.2.7d6,560.811

= B8, 1 T4%
Rata-rata share pajak dan retribusi sub sekior lain ;

¥ blld.rL pajak & retribusi su .':nLHI-JII.']dIH

ol e Bl ) PR

Ypajak & Eretribusi sub schtorlain

-
(10+25)

r

2. 1995/1990
4. Share pajak dan retribusi sub seklor pelernakan
| Pajak dacrah = Rp. 488.320.033,-

Welribsi dacrah = Rp. 2.508.000.09Y

=

% 100%

' [No. Pajak & retribusi sub sektor peternakan

Penerimaan ( REJI'_

818000

l. | [*ajak potong hewan i ;; oo

2 Rewistrasi hewan/ternak 2 11 ; 9
1 ing 4 78.770.0

3 R. penerimaan holding ground X
| | i 18.218.0
cnerimaan/pembantarai : X

- i 375 808.650

Total

.
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Share pajak dun retribusi sub sckior peternaban -

Share = [Emdﬂ tan pajak & retribusi sub sektor peternakan J
Total pajak & retribusi dacrah * I{JL‘E-“)
375.808.050
3056371334
= 12,29%
Share pajak dan retribusi sub sekior lain terhadap pajab dan retribusi
dacrah
No. | Pajak Daerah | Pencrimaan {Rp)
1. Pajak pembangunan 46.299.550
& Pajak Radio 11.116.800
i Pajak bangsa asing 4 380.000
4. Pajak Reklame 10.054.250
5. Pajak Pertunjukan atas keramaian umum 7.031.450
O. ["ajuk anjing 183.750
o Pajak hendaraan tidak bermotor 3.099.250
3. Pajak pﬂncrﬂngﬂnjnlan 334.772.435
o | pajak pendapatan perusahaan 17.391 400
' 15.248 250

(0. | Pajak rumah penginapan
f Tunggakan pajak 2,625,500

e e 305.470.250

____r_—___#________._.—~__..




- E—

[ Retribusi HtlﬁTjEktnr Lain -

o Pajak Dacrali Penerimaan {kp)
i’ :5"5 - 196.216.490
s espensasi jalan 57.479.986
3. | Pangkalan hasil bumi 303.664.375
1., Uany Simpedanfizi bangunar 123.191.303
3 Pelelangan tkan 3.039.500
b Penueujian kendaraan ndak bermotor 5.245.750
7. Stasiun bus dan taxi 115.280.600
8 RS1J Type C/Balai pengobatan 786,415 455
Y Pasar Scntral Watampone 338757650
10. | Pasar Inprcs 150.076.150
11. | Pasar Non Inpres 84.577.100
|2. | Tempat rekreasi 5.845 400
15, | Biaya Adm penggilingan padi ©.377.000
14, | Sewa rumah dacrah 7.754.500
15. | Parkir kendaraan 4.150.900
| G, [etribusi izin masuk/keluar Bajoe 210.022.750
17. | Kebersihan 59.777.000
18 | pemeriksaan anjing i S00
19, | lzin Tempat Usaha/llo 1},?39,43?
ag. | Sewa alat beral 39.199.6%2
21 | KTP & kartu keluarga & KNPP Zj:i;z?;
22. | Bea lusbul Aidiﬂ..[bl;'lﬂ
23, | Pencrimaan it (Y 26.605.000
24. | Dokumcn lelang 53:131_,”?
25 | IPAIR
— ——— [ 2.276.060.019
L Total =
L_P.—-—f
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Share pajak dan retribusi sub sektor laiw:

i

Share dk seklorian

P““dﬂﬂﬂ apa tan pajak sekiorlain & retribusi sub sektor lain

\ Total pajak & retribusi dacrah

_ [ 2.080.502. 084 i
| 3.056.371.334 ’

= §7.70%

Rata-rata share pajak dan retribusi sub scktor lain

e Share pa Jak &1'4.:11 tbusi su schlorlam

e P R LU S . S e P P TRl =

Ypajak & ¥ retribusi sub sckiorfain

&

87,70
{11+25)
=2 44%
3. 1995/1990
. ‘::-.]mru pajak dan retribusi sub scklor pelernakan
l‘dj-_llu dacrah = Rp. 503.846.375,-
Retribsi dacrah = Rp. 3.021.750.333,-
Tolal =" Rp-3.542.990.730,-

I.{JU“;-L]

penerimaan (Kp)

No. || i sub sektor peternakan
'.il. R. Registrasi hewan/ternak lf;-:.;ii.zzz
3. R, pcncrmmn holding gmund M?. 1:4;_5!1”
4, R Pencrimad "’I“mhi'lt_ﬂ_!f'__ s o B
i ) Jotal N
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e I

Share pajak dan relribusi sul seklor pelernakan

¥ Sy Iy SV

Total pajak & retribusi dacral

:‘:Eﬂu.. v [} endapa tan pajak & retribusi  subscktor peternakan J
——— » 100%

Rp.438.043.600

Rp3s2996730"°
= 12,42%
L. Share pajak dao rewibusi sub sekior lain terhadap pajuk dan retribusi
daerah
No. Pajak Lacrah Penerimaan (Kp)
I. | Pajak pembangunan = 0206300
-] ajak Radio 10.397.500
3. Pajak banpsa asing 4.130.000
4, Pajak Pertunjukan alas keramaian umum 4,375.000
3. Pajak Reklame 11.037.250
1 6. Pajak anjing 100,000
1 4 Pajak kendaraan tidak bermotor 2.508,000
3, Pajuk penerangan jalan 348.862.2G5
9. Pajak pend :-*-pamn perusahaan 18.051.460
10, | Pajak rumah penginapan 16.513.100
1. | Tunggakan pajak |.381.500
Tolal 463.898.775
e = S
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Retribusi Sub Eﬁﬁ,ﬂ'ﬁi‘n‘—- ——

T T — T

Bt Pajak Daciah Penerimaan (Rp)
L, | Leges [92.290.250
r Despensasi jalan 45062 751
1. Pangkalan hasil bumi 104.001.150
4, Uang Simpedan/izi bangunan 125.914. 183
5. Pelelangan tkan 3.318.500
G. Penpujian kendaraan tidak bermotor 6.155.500
T, Stasiun bus dan taxi 121.630.300
8. RSU Type C/Balai pengobatan 312,414,065
Y Pasar Sentral Watampone 452045700
10. | Pasar Inpres | 60, 006,750
11. | Pasar Non Inpres 95.507.520
12. | Tempat rckrea sl 7.324.200
13, | Biaya Adm penggilingan padi THRLEE
14, | Sewa rumah daerah 7.407.000
15. | Parkir kendaraan 423100
16, | Retribusi <t masuk/keluar Bajoe ::;1:?;:;
17. | Kebersihan ) T
18 | Pemeriksaan anjing i 340,580
19, | Lzin Tempat Usaha/Ho 60.496.459
20, | Sewa alal beral - 268,776,459
21 | KTP & kartu keluargs & 8 32.463.750
22, | Bea labuh 10.503.500
23 | Penerimaan izin trayek 22.895.000
24, | Dokumen lelang 56,706.021
25. M 3.623.054.355
L I




Share

Share

¢ pajak dan retribusi sub sehior lajn:

\ Tolal |,1‘l_|1‘;k_ﬂ‘._rl‘¢i tibusi daerah
(403 898775+ 2.62

(4038987154 2623054355 oo,
! 3.524.996.730

=37, 57%

Rata-rata share pajak dan retribusi sub sektor lain

4.

X=-

".:nh.].n.. pajak & retribusi su schiorlain

= e SRS T

,..pd}.ikﬁ. retribusi sub seklor lain
87,57

-_u.-.

" (11+25)

=2.43%

1996/ 1997

. Share pajak dan retribusi sul seklor pelernakan

Pajak dacrah = Rp. 77%.899.430,-

Retribsi dacrah = Rp. 4 §29.037.727,-

Total

No.

—Rp, 3.707.937.157,-

w hmu‘sapﬂ 1an pajak _|H|'£ scktorlaim & Tﬂnhu ks m‘mﬂm“

e X 00

)

—'_'__.—-—'_'__.—-—'_'_— —
[ Pajak & retribusi sub sektor peternakan

Penerimaan (Rp)

S

Ila-.'l:

3.
4

Pajak polong [iewan
[L. Registrasi hewan/ternak

R. penerimaan holding ground

R. Pt.tneﬁm&am'pcmhnnmmn

e
L

35.752.000
179.202.150
56.815.000
138,842 500

e —

401.611.500

SN
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Share pajak dan reiribusi sub sehtor pelernakan -

Sharc = [

Tolal pajak & retribusi dacrah

- Rp.401.611,500 l
Rp.3. 707937157 008

= [U,38%

—-x 100%

Pendapa tan pajak & retribusi sub sektor peternakan ]

b, Share pajak dan retribusi sub sekior lain terhadap pajak dan retribusi

—

dacrah.
Mo | T PajakDaeran | Pencrimasn(Rp)
ED Pajak penibangunan 55 734.200

2. Pajak Radio 8 541.200

3 Pajak bangsa asing 52000

4 Pajak Pertunjukan atas keramaian umum 2.358.500

5 Pajak Reklame 9.607.230

G. PPajak anjing 192,500

7 PPajak kendaraan tidak bermotor 1.989.500

8 Pajak pﬂncrhnganjﬂiun 624.102.230

. Fai.“k nendapatan pmmahann 14.817.300

' 21,118,750

j0. | Pajak rumah pengimapan |

(1 | Tunggakan pajak 1.634,00
- e
Ll e
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Retribusi Sub Scktor Lain

Mo, Pajak Daerah Penerimaan (lp)
. o 159.304.500
£a% Despensasi jalan 56,794 835
3 Pangkalan hasil bumi 151 943160
4. | Uang Simpadan/izi bangunan 175,320,249
5 Pelelangan ikan 3.569.600
6, Pengujian hendaraan tidak bermotor 5.479.000
‘; Stasiun bus dan taxi 137.100.450
8 RSU Type C/Balai pengobatan 363.100.450
Y PFasar K4, 093 830
10, | Tempat rekreasi 5821400
1. | Biaya Adm penggilingan padi 5.375.000
|2, | Parkir kendaraan . 3.854 900
13. | Retribusi izin masuk/keluar Pclabuhan 727418500
14. | Kebersihan 54.920.000
(5. | Pemeriksaan anjing g
16. Lzin Tumpatl Usaha/to 39.670.040
17.- | Sewa alat berat 60.013.772
18 | KTP & kartu keluarga & Ko —
. | Bestabuh 27.499.200

) - o 7.910.000
50, | Pencrimaan 121l Lray 00D
21, | Dokumen lelang 17.850.578
ol ks [ TSRS

s SR B
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Share pajak dan retribusi sub sckior lain:

Share = [fgndnpa 1an pgj_ak mkiqfl.ain &_r‘r:_mhusi sub EEL-:EET._!_E"_'!_ X m[m‘a
Totalpajak & retribusi dacrah

. [_Ri}-_ﬂl'-. 147.430+ Rp. 2.503.178.227

it riedomtutt sl sl O Ty -
Rp.3.707.037.157 }" -

- 89, 10%
Rata-rata share pajak dan reiribusi sub sckior lain
" Sliare pajak & retribusi su seklor lain

Epajak & L retribusi

_ 89,16%

X +2s)

r
=243%

5. 1997/19Y8
a. Share pujuk dan reLribusi sub sckior peleriakan
Pajak dacrah = Kp- 740,307.390,-
Retribsi daerah = Rp. 2.752 739.787,-
~Rp.3.493.047.377:-

Yowl T ——Tyenerimann (RD) |
No. | Pajak & retribusi sub seklor peterna i STROS 000
I | Pajak potong hewar 179.792.750
2 1. Registrasi hewan/ternak 10.0S2.670
3. L. pcncrimaan holding i—'-l'.ﬂmuj o
4 n. FEIIWT-———'_—'_— _'_'ﬁfl_ﬁ_i_‘?_ﬂ_ﬂ'__]

b




T

Share pajak dan retribusi sub sckior pelermakan -

Share

Total pajak &relribusi daeralh * 100

2 [E:_!'.dapa tan p_:ﬁn_k_&hr_gl ribusi sub sektor peternakan J

Kp.384.152.750

e it .

" Rp3A93.047a77

= 10,997% = 11%

b. Sharc pajuh dan retribusi sub sektor lain terhadap pajab dan retribusi

Jacrah,

[No.

o ———  — o T

Pajak Daerah

Penerimaan (Rp)

Pajak penibangunan

Pajak Radio

Pajak Pertunjukan atas keramaian umum
Pajak Reklame

Pajak anjing

[Pajak hendaraan tidak bermotor
IPajak pencrangan jalan

Pajak pendapatan perusahaan
pajak rumah penginapan

pajak Bola/ Billyard
Tunggakan pajak

51.635.140
6. 180,500
4.530.000
9.513.000

25,000
2,150,500
5$9.068.250

17.582.000

27.708.900

210.000
295 000

akan pagtk

Total i

e
e ——

708.902.590

e

a7




T

riiﬁt—.ri‘t;l'llﬁTSTlE_:‘:icktur Lain ' = -l
N PPajak Dacral | Penerimaan (Kp)
e [48.921 575
2. Despensasi jalan 30.532.285
3 Pangkalan hasil bumi 730,248 050
4. Uang Simpadanfizin bangunan 257542 954
5. Pelelangan ihan 2.822.000
0. Pengujian hendaraan tidak bermotor 7.377.000
7 Stasiun bus dan taxi 113.129.550
8. RSU Type C/Balai pengobatan 409 437.152
Y PFasar 695 300, 190
(0. | Tempal rekreasi B.131.200
11. | Biaya Adm penggilingan padi 7.400.000
(2. | Parkir kendaraan 11.403.700
13. | Retribusi izin masuk/keluar Pelabuhan 213.862.500
4. | Kebersihan 50.669.800
15. | Pemeriksaan anjing 4
lltr. lzin 'l'cmpai Usaha/llo 70.057,610

46 342303
17 Sewa alat berat
1R | KTP & kartu keluarga & KNPP E
19. Plat nomor rumah 1 BAZ750
20. | Ben labud |1.867.500
71, | Pencrimaan jzin trayek 26 517,135
22, | Dokumen leland 30.586.182
23 | IPAIR T__I_T_______.———-—FW]{}T_"
l———— Tota I.—-—'—'_'_-_-_-_-_
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3. 1995/1990

. —

No Sumber PAL
. ... »umber PAD Peneri N
T R o Pencrimaan (Rp) |
peternakan RO
1. Pajuk & retribusi sub sek
1 scklor
lain Lor 3.080.953.130
3. Bagian laba badan us ili
st aha milik 44 169.330
4 Penerimaan dinas-nias
5. Penerimaan lain-lain ’?DJI‘EE?E?*
Total T74.930.19
L__.—--]—---E 3.774.930. 11

o

2 Share pajak & rewribusi sub sckior pelemakan erhadap total PAD |

. ' b. Share pajak & retri
(Pendapatan pajak & I¢ rbusi sub sektoriain) g0,

(Pendapatan pajak d retribusi sub sektor peternakan) oo
- -3 ) 100%

Sll“r'l: e ———

(Rp.3.774.930.190)

1]

11,00%

(Total PAD)

K. 3 080, 53.13
( P —H——ﬂ—}xlﬂﬂ%

busi sub schior lain \erhadap total PAD

Shice, = +— PR
R (Total PAD)

(Rp. 3.086.953.130) |09,

B

(®p. 3 774.930.190)
= §1,77%

Rata-rata share paja

$hare pajak Emll'i.buslfuh schlor

k dau retribusi sulb sehior lain :

laint

X == gpujpk + Lrciribus

o BT
(11+25)
=2,27%




Share pajak dan retribusi sub sekior lain:

Share =

f ; :
Pendapa tan paj ak sektor lain & retribusi sub sektor lain
L Total pajak & retribusi dacrah

A lﬂﬂ‘.'-f'n]

i T08.902.590 + 2.399.992 037

; '_{ﬁaﬁiﬁjﬁ-{}_"_]“m%

= §9,00%

Rata-rata share pajak dan retribusi sub scktor lain ;

, oharepajak & retribusi su schlorlain

:lu{ e

Lpajak & Eretribusi

- B0
©{11+23)

R

= L0
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Lampiran 5. Perhitungan share Pajak & retribusi sub sckior pelernakan
erhadap total PAD di Kab. Dati 11 Bone.

1, 1993/19

(No | Sumber PAD T poncrimaan (Rp)

[ | Paiak & retribusi subsektor | 334999 500
peternakan

2 PMajak & retribusi sub sckior 2.421.857.311
lain

3. Bagian laba badan usaha milik 31.000.000
dacrah

4, Penerimaan dinas-nias 213,414,000

5. Penerimaan lain-lain 111.535.845

a. Share pajak & retribusi sub schior peternakan terhadap wial PAD ¢

(Pendapatan pajak & retribusi sub sektor F":"""_'fkan} ~ 100%

L]

Share

(Total PAD)
_ (32a.799.500) oo
3.102.516.656
= |04 7%

b. Sharc pajak & retribusi sub schior lain terhadap total PAD

: {PEI'I.I.IHFEI-H“ i}ﬂjﬂl‘ﬁ- l‘fll'ihllﬂ'l sub EEI'L'I or iﬂiﬂ}ﬁ lf.l'lll%
Share = (Total PAD)

(2.421857311) 00,

e S ——

~ (3.102.516.656)

= 78,00%

. . &L 1 e
Rata-rata share pajak dan relribusi sub sekior lair

Share pajak & retribusi sub scktor lain
X = == gpajak + Lretribust

78,00%
(10+25)

=2 23%
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2, 1994/1945

175.808.650
2 08B0 562.684
35 000 D0

200.542 000
264 ,368.820

No Sumber PAD Fcncnmaan{Rp}
1. ‘Pajak & retribusi sub sektor
peternakan
7. Pajak & retribusi sub scktor
lain
3. liagian laba badan usaba milik
daecrah
4 Penerimaan dinas-nias
5 Penerimaan lain-lam

. Share pajuk & retribusi sub sckior peterakan terhadap total PAD .

(Pendapatan pajak & retribusi sub sekior peternakan ) _—

Shate = — sinos g frie

(Total PAD)

(324.799.500)
3102516656

= 10,47%

b. Share pajuk & retribusi sub sckior lain terhadap total I'AD

(Pendapatan pajak & ret ribusi sub sckior lain) T

Sharg = ——— {Tmaﬂ'*"-D}

_ (24218 ﬂﬁ?ul] —
" (102516, 6.656)

g ?E,{Jfﬂ’u
Rata-rata share pajak dan

skior lain
Share pajak &1 retribusi sub s¢

% - pa;aL T '.:".u.lubum

78,06%
(10+25)
=2.23%

retribusi sub sehlor lain :

ol



4. 1996/1997

™o _Su 4
T | Pajak & rel :;E lsjl:lr}scktnr Pene e (el
salor ek 401.611.500
2. Pajak & retribusi :
o sub scktor 3.306.325.507
3 Bagian laba badan usaha milik
aggias | 19,526,253
_ Penerimaan dinas-nias 3_804.000
5. Penerimaan lain-lain :STI'E'.-*}EI..TEE
[ lTowl _ T 4110.249. 164

a. Share pajuk & retribusi sub scklor peternakan terhadap total PAD ¢

(Pendapatan pajak & retribusi sub sekior pmerrmkan} 005

———

Share = ~————————
(Total PAD)

Ko 401.601.5
_ (Rp.401.611.500) ;000
(Kp4.110.244.164)

=077
b, Share pajak & cetribusi sub sektor lain terhada

i (Pendapatan pajak &1 & retribusi sub sektor lain ) in) . 100%
(Total PAD)

p total PAD

_ (Rp.3.300.32 0.325. 5.507) 1 00%
(rp-a110. 611,500

= §0,44%

pajak dan celribusi sub sckior lain

:‘ahan. pajak & retribl retribusi sub sckior lain
il e W

pajak + l.n..thum

Rala-rata share

—

(11+22)

= 2 d44%



5. 19971998

e —

__Ti'-'_-‘__r. ":umh::r PAD L Pﬁ?l_n!rlmaan {ﬁ.p}

1. P’|.|n|-:. & retribusi sub sekior 184152750
peternakan

ol Pajak & retnibusi sub sckior 3.108.894.627
lain

3. I3aeian laha badan usaha milik ]
dacrah

3 Pencrimaan dinas-nias 1.570.000

5. Penerimaan lain-lain 1841.395.991

Trowl - 3019013569

4 Share pujuk & retribusi sub sektor peternakan terhadap Lotal PAD ©

Chare = _‘-_{_i_ffi_qr_iapalan pajak & r;lﬂbﬁa_:g;h sektor percmal-can} < 100%
(Tolal PAD)

 (Rp.3sa.1s2. 750)
{Rp 3,679 ).013. 309)

% 100%
= U, A4%
b. Share pajak & retribusi sub schior luin terhadap tolal PAD

N

(Pendapatan pajak & retribusi sub sektor lain ) - 100%

L (Total PAD)

(i D_UEHENHU « 100%
(Rp.3.679.013.369)

= %4 50%

Rata-rata share pajak dai rewribusi sub sckior lam

i bhm c p.aj.li. & mnhum 5 sub st scktor lain
- Lpajak + Eretribusi

34.50%
{11+23)
= 2,48%

e



